BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis dapat
menarik kesimpulan bahwa Asas pelayanan yang baik sesuai Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, belum direalisasi secara optimal
oleh Dinas Kependuukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara. Kendala-
kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan
administrasi kependudukan yakni masih adanya Standar Operasional Pelayanan (SOP)
prioritas yang belum dibuat oleh Dinas terkait, pelayanan publik yang belum sesuai
standar pelayanan, dan kurangnya peran serta masyarakat dalam menunjang pelayanan
publik yang baik. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelayanan
administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah
membuat Standar Operasional Pelayanan (SOP) untuk semua urusan pelayanan
administrasi kependudukan, meningkatkan standar pelayanan publik khususnya
kualitas dan kuantitas petugas pelayanan, meningkatkan sarana dan prasarana yang
menunjang pelayanan administrasi kependudukan, serta peran dari masyarakat untuk
menunjang pelayanan administrasi kependudukan dengan memahami hak dan
kewajiban sebagai penerima layanan, memberikan kritik dan masukkan kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi yang memberikan pelayanan

publik kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan.
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B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mekmberikan saran sebagai
berikut :

1. Meningkatkan standar pelayan publik, khususnya kualitas dan kuantitas
Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan berkompeten untuk
memenuhi dinamika masyarakat yang menghendaki pelayanan yang
cepat dan sederhana.

2. Segera ditingkatkan sarana dan prasarana terutama yang terkait dengan
fasilitas layanan agar dapat memberikan kenyamanan dan percepatan
dalam pengurusan adminisrasi kependudukan.

3. Sarana pengaduan dan saran dibuat dengan prosedur yang baik dan jelas
agar masyarakat dapat mengambil peran untuk mengawasi dan

meningkatkan kualitas pelayanan publik.
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